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<b>ABSTRAK</b><br>

Disertas ini memiliki tujuan (1) mengestimasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut
dan udaradi ASEAN dan ASEAN?s dialogue partners, dan (2) menganalisis dampak eliminasi hambatan
regulas perdagangan sektor jasatransportasi laut dan udaradi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners
terhadap ekonomi makro dan sektoral.

Data panel dari impor jasatransportasi dan GDP negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners
berdasarkan GTAP tahun 2005 (vers 6), tahun 2008 (versi 7) dan tahun 2012 (versi 8) digunakan sebagai
analisis dalam gravity model. Data comlang_etno, comlang_off dan continent bersumber dari CEPII. GTAP
vers 8 dengan asumsi IC-IRTS (model Francois, 1998) digunakan untuk menangkap manfaat yang lebih
besar karena adanya eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan
ASEAN?s Dialogue Partners.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ekuivalen tarif impor sektor jasatransportasi laut dan udara negara
anggota ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners masih relative tinggi yaitu O sampai dengan 20.49
persen. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Singapura adalah Negara yang secaratradisional terbuka
terhadap perdagangan, namun memiliki hambatan ekuivalen tarif impor yang tinggi untuk jasa transportasi
laut dari Philipinadan Indonesia. Rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi udara adalah O
sampai dengan 11.2 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa
transportas laut. Hal ini menunjukkan hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut di negara ASEAN 5
dan ASEAN?s Dialogue Partner lebih tinggi dibandingkan jasa transportasi udara.

Sejalan dengan teori efek pro-kompetitif dari kebijakan perdagangan, eliminasi hambatan regulasi pada
sektor jasatransportasi laut dan udara pada penelitian ini menunjukkan gain from trade yang lebih besar
diperoleh dalam model CGE dengan asumsi I1C-IRTS dibandingkan dengan PC-CRTS kecuali Thailand,
Philipina, New Zealand dan India. Dengan asumsi IC-IRTS, eliminasi hambatan regulasi sektor jasa
transportas laut dan udara menyebabkan China memperoleh peningkatan keseahteraan dan PDB yang
paling tinggi disusul Jepang dan Australia. Nilai perubahan neraca perdagangan China mengalami surplus
yang sangat tinggi. Dengan asumsi IC-IRTS, negara ASEAN 5 yang tingkat kesegjahteraannya menduduki
posisi tertinggi karena eliminasi hambatan regulasi perdagangan jasa transportasi laut berturut-turut
Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan untuk jasa transportasi udara berturut turut Indonesia,
Malaysia dan Philipina. Untuk kasus eliminasi hambatan regulasi di sektor jasatransportasi laut, Negara
ASEAN yang mengalami surplus neraca perdagangan adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia,
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Thailand serta negara lainnya mengalami defisit. Dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor
jasatransportasi laut Indonesia hanya memberikan insentif peningkatan output dan ekspor pada sektor jasa
transportas laut (seatransport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel); perdagangan (trade);
dan utility construction. Sedangkan untuk kasus jasa transportasi udara memberikan insentif peningkatan
output pada sektor transportasi udara (air transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing appare!),
perdagangan (trade), utility construction; sektor transportasi lainnya (othertransp).

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ekuivalen tarif impor di sektor jasa transportasi laut
dan udararelative lebih tinggi, (2) dengan asumsi IC-IRTS, dampak eliminasi hambatan regulasi di
perdagangan sektor jasatransportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners hanya menyebabkan manfaat
yang lebih besar pada sektor dan negara tertentu. Hal tersebut mengimplikasikan perlunyafasilitasi
perdagangan di antara negara ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Fasilitasi perdagangan antar
Negara anggota ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners diperlukan untuk mengatasi eksternalitas regulasi
(perbedaan regulasi) yang akan mengurangi gain from trade seperti adanya oligopoli internasional di
perdagangan jasa transportasi. Salah satu bentuk fasilitasi perdagangan adalah mengoptimalkan fungsi EDI
dan ASEAN National Single Windows.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The purposes of this dissertation are (1) to estimate the regulatory barriersto trade in the seaand air
transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's dialogue partners, and (2) to analyze the impact of the
elimination of regulatory barriersto trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and
ASEAN's Diaogue Partners on macro and sectoral economic.

Panel data of transport services imports and the GDP of the ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners
countries based on GTAP 2005 (6th version), 2008 (7th version) and 2012 (8th version) is used as an
anaysisin the gravity models. Comlang_etno, comlang_off and continent data are sourced from CEPII.
GTAP 8th version assuming the IC-IRTS (Francois model, 1998) is used to capture greater benefits for
elimination of regulatory barriersto trade in transport services sector in ASEAN and ASEAN's Dialogue
Partners.

The results show that the average of import tariff equivalents of the sea and air transport services sector in
the member countries of ASEAN 5 and ASEAN Dialogue Partnersis till relatively high at O until 20.49
percent. The research also indicates that while Singapore is a country that is traditionally open to trade, but it
has higher import tariff equivalent barriers for sea transport services than the Philippines and Indonesia. The
average of import tariff equivalent in air transport servicesis O up to 11.2 percent lower than the average of
import tariff equivalent in seatransport services. This condition shows that regulatory barriersin sea
transport services sector in five ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partnersis higher than air
transport services.

In line with pro-competitive effect theory in trade policy, in this study the elimination of regulatory barriers
in the sea and air transport services sector shows that the greater gain from trade is obtained in CGE model
assuming IC-IRTS compared to PC-CRTs except Thailand, the Philippines, New Zealand and India.



Assuming IC-IRTS, the elimination of regulatory barriersin the sea and air transport services sector causes
China obtains highest increasing in welfare and GDP followed by Japan and Australia. Value of changesin
China's trade balance has the highest surplus. Assuming IC-IRTS, ASEAN 5 countries that have higher level
of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in sea transport services in consecutive
is Indonesia, Malaysiaand Singapore. Whereas for ASEAN 5 countries that have higher level of welfare
because of the elimination of regulatory barriersto trade in air transport services consecutive is Indonesia,
Malaysia and Philippines. For the case of elimination of regulatory barriers in the sea transport services
sector, ASEAN countries that have trade balance surplus are Maaysia, Singapore, and Thailand. Indonesia,
Thailand and other countries have trade balance deficit. The impact of the elimination of regulatory barriers
in trade of seatransport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output and
exports in the sea transport services sector; textile and wearing apparel; trade); and utility construction.
Whereas the impact of the elimination of regulatory barriersin trade of air transport services sector of
Indonesia only provides incentives for increased output in air transport sector; textile and wearing apparel,
trade, utility construction; othertransp.

The conclusions of this study indicate that (1) import tariffs equivalent in the sea and air transport services
sector isrelatively higher, (2) assuming the IC-IRTS, the impact of the regulatory barriers elimination in the
transport services sector trade in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners only leads to greater benefitsin
certain sectors and countries. This condition implies that the need for trade facilitation between ASEAN
countries and ASEAN's Dialogue Partners. Trade facilitation between ASEAN member countries and
ASEAN's Dialogue Partners is needed to overcome regulatory differences which will reduce the gain from
trade such as the existence of international oligopoly in transport services trade. One form of trade
facilitation is optimization of EDI functions and ASEAN National Single Windows



